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ini menghasilan simpulan bahwa kekerasan secara spesifik
termaktub dalam KUHP. Kekerasan dalam KUHP disebutkan
sebagai tindak pidana penyertaan, dan kekerasan sebagai tindak
pidana utama. Kekerasan sebagai tindak pidana utama
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dalam kategori Jarimah Qishash.
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PENDAHULUAN

Manusia adalah makluk paling mulia yang diciptakan oleh Tuhan Semesta Alam (Abu
Ja’far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari. et al., 2007). Kemuliaan manusia disebabkan oleh
potensi kelebihan yang diberikan oleh Allah, Tuhan Semesta Alam. Kelebihan-kelebihan

tersebut membedakan antara manusia dengan makhluk lainnya (al-Bagarah 2: 30).

Manusia berpotensi menjadi lebih mulia daripada malaikat karena manusia adalah
pilihan Allah untuk menjadi pengganti (khalifah) di muka bumi. Pemilihan manusia sebagai
khalifah di muka ditegaskan sendiri oleh Allah. selain itu, manusia disebut lebih mulia daripada
malaikat karena Allah memilih rasul (utusan) daripada malaikat. Pemilihan manusia sebagai
pilihan khalifah sekaligus sebagai rasul menjadikan para Malaikat “protes” bertanya kepada
Allah; apakah gerangan alasan Allah yang Maha Kuasa memilih manusia menjadi pengganti
(khalifahnya).

Manusia berpotensi lebih mulia daripada jin karena asal manusia yang berbeda dengan
jin. Manusia tercipta dari tanah, sementara jin tercipta dari api. Perbedaan keunggulan tanah
daripada api menjadikan jin “protes” pernyataan kepada Allah; bukankah penciptatan saya dari
api adalah lebih baik daripada penciptaan manusia dari Adam (Shaad 38: 75-76).

Manusia berpotensi lebih mulia dari hewan karena kelebihan akal budi yang dimiliki
oleh manusia. Kemampuan manusia untuk melakukan pemikiran disebabkan karena manusia
memilik akal. Dengan kelebihan akal inilah, manusia lalu dapat mengembangkan ilmu

pengetahuan, sebuah kemampuan yang tidak bisa dilakukan oleh hewan.

Berbekal atas kelebihan-kelebihan itulah manusia lebih mulia daripada jin, malaikat dan
hewan. Pemilihan manusia menjadi khalifah di muka bumi, didasarkan oleh kelebihan-
kelebihan ini. berbekal atas kelebihan manusia daripada Malaikat, manusia mampu mencapai
potensi bisa lebih mulia daripada malaikat. Berbekal atas kelebihan manusia daripada jin,
manusia mampu mencapai potensi lebih mulia daripada jin. Berbekal atas kelebihan manusia

daripada hewan, manusia mampu mencapai potensi lebih mulia dari hewan.

Manusia memliki tubuh (jasad dhohir) yang membedakannya dengan malaikat dan jin.
Alam semesta terdiri dari jasad dhohir, sehingga alam semesta membutuhkan khalifah yang
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berdimensi dhohir. Pilihannya jatuh kepada manusia, bukan malaikat apalagi jin.

Manusia memiliki ruh dan akal, yang membedannya dengan hewan. Alam semesta
membutuhkan ruh, akal dan jiwa, sehingga alam semesta menghendaki manusia menjadi
khalifahnya, bukan hewan. Karena hanya dengan ruh, akal, dan jiwa inilah alam semesta dapat

lestari bahkan berkembang menjadi maslahat untuk penghuninya.

Namun demikian, segala potensi keunggulan manusia dapat berubah menjadi
kekurangan bahkan malapeta, tatkala keunggulan-keunggulan manusia tersebut terabaikan dan
tidak digunakaan. Bukan hanya manusia akan berpotensi menjadi lebih jahat daripada jin,
bahkan manusia bisa berpotensi menjadi lebih buruk daripada binatang. Manusia berpotensi
menjadi lebih buruk daripada hewan sekalipun, tatkala kelebihan yang sudah dianugerahkan
olen Allah Tuhan Semesta tidak digunakan dan diputarbalikkan. Bahwa manusia bisa

berpotensi lebih buruk daripada binatang (al-Furgan 25: 44).
[44 206,01 {(44) Yoo 450 26 o pSVE N 24 &) Oylasg 3 Dpaacyg 24T O a2 41}

Dalam penegasan al-Furgan 25: 44 ini, Allah ingin menegaskan bahwa tatkala manusia
tidak menggunakan akal sehatnya, tidak mau mendengar dan menerima nasehat dari orang lain,
maka ketika itulah manusia akan menjadi lebih jahat dan bejat daripada binatang. Manusia pada
saat ini, lupa dan lalai akan kelebihan akal budi yang telah dimilikinya. Ironisnya, ayat ini
sekaligus menegaskan bahwa kebanyakan manusia banyak yang lupa menggunakan akal sehat
dan tidak mau mendengar nasehat dari orang lain. Keberadaan manusia yang tidak mau
menggunakan akal sehatnya lalu terjerembab dalam jalan yang sesat. Jalan sesat inilah seburuk-
buruknya jalan. Bagaimana tidak menjadi seburuk-buruknya jalan, jika jalan yang ditempuh
adalah jalan yang penuh duri, penuh jebakan, penuh penuh jurang, namun tetap saja dilalui dan
dijalaninya.

Dalam konteks kehidupan, manusia hidup bersama dengan manusia lainnya. Terjadilah
interaksi. Pada dasarnya, semua manusia adalah khalifah. Khalifah atas tugasnya masing-
masing. Dalam pernyataan yang lain, pemaknaan bahwa setiap manusia adalah khalifah,
ditegaskan dalam sebuah hadits bahwa manusia adalah pemimpin. Pemimpin atas tugas dan
amanah yang diembannya. Setiap manusia adalah pemimpin. Setidak-tidaknya pemimpin atas
dirinya sendiri. Manusia memiliki kehendak, maka manusia adalah pemimpin atas
kehendaknya sendiri. Manusia memiliki kemauan, maka manusia adalah pemimpin atas
kemauannya sendiri. Manusia adalah bebas, maka manusia adalah pemimpin kebebasannya

sendiri. Manusia adalah merdeka, maka manusia adalah pemimpin atas kemerdekaannya
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sendiri. Selebihnya, manusia memiliki tanggung jawab, maka manusia adalah pemimpin atas

tanggung jawabnya. Manusia memiliki keluarga, maka manusia adalah pemimpin atas
keluarganya. Manusia memiliki rakyat, maka manusia adalah pemimpin atas rakyatnya.
Singkatnya, maka manusia menjadi pemimpin atas kepemilikan yang melekat dalam dirinya.

Inilah kiranya makna dari sebuah hadits Nabi bahwa setiap manusia adalah pemimpin.

Eh PV wny o o oIS ) (SISt {phes ade ) Ao} ) Jsoy coner JB ol o e o o0 00
Ju (3 23kl Lgnsy o Wagns 29 el Lemg) o (35105 a0 58 Jageme 939 ¢ abal 3 My ey o5 Jggenss
(n.d ) sy o8 dsgn 529 gh oo

Dalam hubungannya dengan sesama manusia, interaksi berlangsung dalam hubungan
sosiologis yang dinamis. Manusia berhubungan satu sama lain, membutuhkan satu sama lain,
bertukar pikiran satu sama lain, menyatukan pikiran satu sama lain, mendiskusikan pikiran satu
sama lain, hingga pada kesempatan saling memaksakan kehendak satu sama lain. control
manusia terhadap potensi diri, control terhadap akal, emosi, dan bahkan hatinyapun berbeda
satu sama lain. terdapat manusia yang memiliki pengendalian diri lebih tinggi daripada orang
lain, dan terdapat pula manusia yang memiliki pengendalian diri lebih rendah daripa lainnya.
Pada titik yang paling ekstrem, manusia akhirnya melakukan pelanggaran dan kejahatan
terhadap lainnya, melalui berbagai macam ekspresi kelebihan yang dimilikinya, mulai dari

kejahatan menggunakan tubuh, harta, pangkat, keilmuan bahkan jabatan.

Pelanggaran paling sederhana yang dilakukan oleh manusia kepada manusia lainnya
adalah penggunaan kekerasan. Kekerasan dianggap sebagai salah satu cara untuk mencapai
tujuan memuluskan kehendak dan kemauannya. Dengan penggunaan kekerasaan, seorang
manusia beralasan bahwa kehendaknya harus tercapai dengan cara kekerasan tersebut. Pada
aspek yang lebih jauh, seorang manusia bukan hanya menggunakan kekerasan sebagai jalan
untuk mencapai tujuan, namun lebih dari sekedar itu, manusia ada yang kemudian
menggunakan kekerasan sebagai bagian dari tindakan kejahatan yang diinginkan. Pada titik ini,
kekerasan tidak hanya dijadikan sebagai sarana untuk mencapai tujuan, tapi lebih sebagai
kekerasan yang memang dikehendaki. Inilah kekerasan sebagai sebuah kejahatan atau tindak
pidana.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis ingin mengkaji tentang tindak pidana
kekerasan dalam perspektif KUHP dan Hukum Pidana Islam dalam sebuah pendekatan

perbandingan (komparasi). Kajian ini dipilih sebagai bahasan untuk mendapatkan gambaran
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tentang aspek kekerasan dalam pandangan KUHP yang dikategorikan sebagai tindak pidana,
serta dalam pandangan Hukum Pidana Islam yang dikategorikan sebagai jinayah/jarimah.
Tindak Pidana Kekerasan dalam Persepektif KUHP

1. Tindak Pidana dan Jinayah/Jarimah
a. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh Hukum dan diancam dengan
sebuah sanksi pidana. Tindak Pidana yang termuat dalam KUHP berasal dari terjemahan

bahasa Belanda yaitu strafbaarfeit.

Dalam beberapa perbedaan, berikut adalah pengertian tindak pinda menurut para
ahli. Menurut Simons, tindak Pidana adalah tindakan atau perbuatan yang dapat dikenakan
sanksi pidana oleh undang-undang Hukum Pidana, melanggar hukum pidana, dan
dilakukan kesalahan oleh seorang yang dapat bertanggung jawab. Menurut E. Utrecht,
tindak pidana (delik) adalah perbuatan atau sesuatu yang melalaikan maupun akibatnya.
Menurut Moeljatno, Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang dan dapat dikenakan

sanksi pidana oleh Undang-Undang kepada siapa saja yang melanggar larangan tersebut.
unsur-unsur

Sementara unsur-unsur yang harus termuat dalam sebuah perbuatan agar disebut

tindakan pidana antara lain;

1) Perbuatan manusia yaitu perbuatan yang dilakukan manusia baik secara aktif ataupun
pasif;
2) Sifat melawan hukum (wederrechtelijhk) yaitu perbuatan yang dilakukan manusia

tersebut melanggar norma hukum yang sudah ditetapkan;

3) Diancam dengan pidana yaitu bahwa perbuatan yang dilakukan manusia tersebut

diancam dengan sebuah pidana yang telah ditentukan oleh Undang-Undang;

4) Kemampuan bertanggung jawab yaitu perbuatan yang dilakukan manusia tersebut
dilakukan oleh manusia yang memiliki kecakapan/kemampuan untuk dimintai
pertanggung jawaban yang terdiri dari memiliki akal sehat, mampu memahami akibat
dari perbuatan yang dilakukannya;

5) Kesalahan (schuld) bahwa perbuatan yang dilakukan manusia tersebut terjadi karena
sebab kesalahan baik disengaja ataupun tidak disengaja. Kesalahan ini berhubungan

dengan niat dan tujuan yang melatarbelakangi perbutan tersebut.
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Jenis-jenis
1) Berdasarkan KUHP. Bahwa tindak pidana diklasifikasikan menjadi 2 bagian yaitu
tindak pidana kejahatan yang tercantum dalam buku Il KUHP dan tindak pidana
pelanggaran yang tecantum dalam buku 111 KUHP.

2) Berdasarkan cara merumuskan. Bahwa Bahwa tindak pidana diklasifikasikan
menjadi tindak pidana formil dan materiil. Tindak pidana formiil adalah tindak
pidana yang didasarkan atas aturan prosedural, sedang tindak pinda materiil adalah

tindak pidana yang didasarkan atas substansi kejahatan.

3) Berdasarkan waktu terjadi. Bahwa Bahwa tindak pidana diklasifikasikan menjadi

tindak pidana seketika dan tindak pidana yang berlansung lama.

4) Berdasarkan bentuk kesalahan. Bahwa Bahwa tindak pidana diklasifikasikan
menjadi tindak pidana sengaja dan tidak sengaja. Perbuatan tindak pidana tidak

sengaja ataupun tindak pidana yang terjadi akibat kelalaian atau ketidaksengajaan.

5) Berdasarkan sumbernya. Bahwa tindak pidana diklasifikasikan menjadi tindak
pidana umum (applies to all) dan tindak pidana khusus (applies to specific group or

situation).

6) Berdasarkan macam perbuatannya. Bahwa tindak pidana diklasifikasikan menjadi
tindak pidana aktif (komisi) dan tindak pidana pasif (omisi). Tindak pidana aktif
(komisi) adalah tindak pidana yang melibatkan perbuatan secara aktif dan tindak
pidana pasif (omisi) adalah tindak pidana yang terjadi karena meninggalkan
perbuatan yang seharusnya dilakukan seperti tidak menolong orang saat tahu orang
membutuhkan pertolongan.

7) Berdasarkan kali perbuatan. Bahwa tindak pidana diklasifikasikan menjadi tindak
pidana satu perbuatan dan tindak pidana berangkai yang melibatkan perbuatan yang

saling terhubung dan saling melengkapi.

8) Berdasarkana pengaduan. Bahwa tindak pidana diklasifikasikan menjadi tindak
pidana biasa yaitu tindakan yang dapat diusut dan dituntut oleh penegak hukum tanpa
ada pengaduan dari pihak tertentu, dan tindak pidana delik pengadulan yaitu tindak
pidana yang memerlukan pengaduan resmi dari pihak yang merasa dirugikan agar

penuntutan dapat dilakukan.

9) Berdasarkan subjek hukum. Bahwa tindak pidana diklasifikasikan menjadi tindak

pidana communia Yyaitu tindak pidana yang dapat dilakukan oleh siapa saja, dan
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tindak pidana delik propia yaitu tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang
tertentu yang memiliki kualifikasi khusus.

10) Berdasaran kepentingan hukum. Bahwa tindak pidana diklasifikasikan

berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi.
b. Jinayah/Jarimah

Dalam konsep Figh Islam, terdapat dua istilah figh yaitu Figh Khas dan Figh
Am. Flgh Khas diderivasia untuk ketentuan hukum Islam (figh) yang berhubungan
dengan pribadi-pribadi. Sementara figh &m diperuntukkan untuk menyebut ketentuan
hukum islam (figh) yang berhubungan dengan negara, atau figh hubungan antara negara

dengan negara atau hubungan muslim dengan non-muslim.
Pengertian

Jinayah dan Jarimah merupakan dua lafadz yang murodif (sinonim). Kalaupun
tetap memiliki perbedaan dalam penggunaannya. Jinayah atau Jarimah secara
etimologi (lughotan) berarti dosa dan durhaka. Sementara dalam terminologi syariat
(Syar-an), Jinayah dipergunakan untuk mendefisikan seluruh perbuatan yang dilarang
oleh syariat, baik larangan dalam jiwa, harta ataupun lainnya. Sementara terminology
Jarimah dipergunakan lebih khusus untuk mendefisikan semua larangan-larangan
syariat yang berkonsekuensi pada ancaman sanksi dari Allah berupa Had ataupun ta zir.
Kata Jarimah secara khusus digunakan oleh Fuqaha’ (Juris Islam) untuk mengartikan

setiap perbuatan pelanggaran terhadap jiwa, harta ataupun lainnya.
Jenis-Jenis

1) Berdasarkan klafisikasi Umum. Jarimah secara umum diklasifikasikan menjadi
dua bagian yaitu Jarimah terhadap benda-benda mati dan hewan. Yang kedua

jarimah terhadap manusia.

2) Berdasarkan resiko. Bahwa jarimah diklafisikan menjadi 3 bagian yaitu
pertama; Jarimah yang mengancam jiwa, seperti pembunuhan. Kedua; Jarimah
yang tidak mengancam jiwa, seperti melukai dan lainnya ketiga; Jarimah semi
jiwa yaitu jarimah yang mengamcam jiwa dalam kandungan;

3) Jarimah berdasarkan kesengajaan/tujuan yaitu pertama; jarimah yang disengaja
(amd), kedua; jarimah semi sengaja (syibh amd), ketiga; jarimah keliru (khoto’);

4) Berdasarkan ancaman sanksi yaitu pertama; jarimah huduud yaitu jarimah yang
ketentuannya sanksinya telah ditetapkan. Kedua; jarimah Qishash atau Diyat
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yaitu Jarimah yang ketentuan sanksinya sesuai dengan berat jarimahnya atau

menggantinya dengan Diyat. Ketiga; jarimah ta’zir yaitu jarimah yang
ketentuannya diluar Jarimah huduud dan Qishash. Ketentuan sanksi dalam
jarimah ta’zir diserahkan sepenuhnya kepada Ijtihad Ulil Amri
(Hakim/Qadhi);Jarimah Hudud merupakan jarimah terhadap hak Allah (44 3=).
Jarimah Qishash merupakan jarimah terhadap hak manusia (=¥ 32).
Sementara Jarimah ta’zir adalah jarimah terhadap hak Allah ataupun Hak
Manusia yang belum ditentukan dalam jarimah Huduud (seperti jarimah makan
siang hari pada bulan Ramadlan) ataupun Jarimah Qishash (seperti pencurian
yang belum sampai nishab).

Rukun (unsur-Unsur) Jarimah

Rukun adalah unsur-unsur utama yang menyusun kebenaran (validitas) sebuah
perbuatan yang berada didalam substansi perbutan itu sendiri. (s dsia 4de (@8 54 L
4 e3> ). Sementara Syarat adalah unsur-unsur pendukung yang mendukung
kebenaran sebuah perbuatan yang berada berdiri di luar perbuatan. (4s= 4le ad ¢ L
4 leja oy S8, Dengan demikian rukun jarimah adalah unsur-unsur utama yang
harus terpenuhi agar sebuah perbuatan dapat disebut sebagai perbuatan jarimah.

Rukun-rukun jarimah tersebut adalah sebagai berikut: (Hanafi, 1986)
1) Rukun Syar-‘iy (Legalitas Syari’at) yaitu unsur larangan yang telah datang dari
Syari’at baik dari al-Qur’an, Hadits ataupun keputusan Ulil amri;
2) Rukun Maddiy (materiil) yaitu unsur perbuatan yang telah benar-benar
dilakukan atau justeru tidak melakukan perbuatan yang seharusnya dia

melakukan.

Rukun Adabiy (moril) yaitu unsur pelaku yang melakukan perbuatan jarimah
merupakan orang mukallaf yang dapat memiliki kemampuan pertanggung jawaban
hukum. Mukalaf ialah seorang muslim yang telah akil balig (cukup umur), yang
dianggap mengetahui hukum dan mampu bertindak hukum, baik terkait dengan perintah
Allah maupun larangan-larangannya. (Haliman, n.d.)

Pengertian Kekerasan
Kekerasan merupakan kata benda. Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia,

kekerasan/ke-ke-ras-an/ n 1 perihal (yang bersifat, berciri) keras; 2 perbuatan seseorang
atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau

menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain; 3 paksaan. Sebagaimana terlihat
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dari makna KBBI bahwa kekerasan memiliki tiga (3) makna. Tiga (3) arti tersebut
sesuai dengan konteks pengucapan dan penggunaannya. Kekerasan dengan arti sebagai
perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya
orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain merupakan
kekerasan yang dilakukan secara fisik. Sementara kekerasan dengan arti paksaaan dapat
digolongkan sebagai kekerasan secara non-fisik (psikis). (MURTADHO, n.d.)

Kekerasan Menurut World Health Organization (WHO) adalah penggunaan
seluruh kekuatan fisik untuk mendapatkan kekuasaan. Kekerasan pada biasanya disertai
dengan ancaman. Kekerasan mengakitabkan kerugian pada orang lain baik secara fisik
ataupun psikis, seperti luka, memar, lebam, atau juga luka psikis seperti trauma, tertekan
hingga depresi.

Kekerasan Menurut Windu (1992) adalah serangan atau penyalahgunaan fisik
terhadap seseorang atau serangan penghancuran perasaan yang sangat keras, kejam dan
ganas atas diri atau sesuatu yang secara potensial dimiliki seseorang. Kekerasan
Menurut Soekamto adalah perlakuan yang dipergunakan oleh individu atau kelompok
untuk memaksanakan kehendak kepada orang lain. Kekerasan Menurut Thomas Hobbes
adalah sifat yang melekat pada manusia sejak lahir yang perlu untuk dikendalikan.
Kekerasan Menurut James B. Blue adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang
secara brutal sehingga menciptakan tindakan yang primitive.

Jenis-Jenis Kekerasan
Kekerasan dapat digolongkan sebagai berikut:

1. Kekerasan fisik yaitu kekerasan yang menggunakan dan menyerang fisik;

2. Kekerasan psikis yaitu kekerasan yang menggunakan dan menyerang psikis;

3. Kekerasan structural-institusional yaitu kekerasan yang diciptakan dalam sistem
struktur sebuah kelembagaan;

4. Kekerasan budaya yaitu kekerasan yang diakibatkan oleh stigma dalam budaya
terhadap budaya lainnya seperti kekerasan Stigma Orang Madura terbelakang;

5. Kekerasan Model Litke

Kekerasan Model Litke merupakan klasifikasi kekerasan yang diperkenalkan oleh

Robert F. Litke yang mencakup keseluruhan kekerasan secara fisik, psikis, structural, budaya,

atau institusional. Kekerasan model Litke dapat terjadi sesuai dengan subjek, objek dan kontek

kekerasan yang terjadi. Semisal, kekerasan personal fisik yang dilakukan oleh seorang personal

dalam bentuk serangan fisik. Kekerasan structural fisik yang dilakukan oleh struktuk institusi

kelembagaan dalam bentuk serangan fisik semisal perbudakan.
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2. KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

KUHP merupakan singkatan dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam
perjalanan Bangsa Indonesia, KUHP ini merupakan adopsi dari Undang-Undang Pidana
pada zaman colonial Hindia Belanda. Pada tahun 1918, Pemerintaha Hindia-Belanda
memberlakukan Wetboek van Strafrecht VVoor Nedherland Indie (WvSNI). Wetboek van
Strafrecht VVoor Nedherland Indie (WvSNI) adalah undang-undang pidana yang berlaku
khusus bagi pemerintahan Hindia-Belanda untuk Pribumi.

Setelah Indonesia Merdeka, sesuai ketentuan Peralihan pasal 1l UUD 1945 bahwa
lembaga-lembaga dan peraturan yang masih ada dinyatakan berlaku selama belum diadakan
perubahan menurut Undang-Undang. Dengan pasal ini, Wetboek van Strafrecht VVoor
Nedherland Indie (WvSNI) dinyatakan masih berlaku karena belum pengganti dan
perubahanya. Pada tahun 1946, kemudian Pemerintah memberlakukan Undang-Undang no
1 tahun 1946 yang memuat tentang Wetboek van Strafrecht (WvS) atau Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana (KUHP) yang diadopsi dari Wetboek van Strafrecht Voor
Nedherland Indie (WvSNI). Namun demikian, KUHP ini masih dinyatakan berlaku untuk
Jawa dan Madura, sementara daerah lain menunggu pengaturan selanjutnya. Hingga
akhrinya, pada tahun 1958 pemerintahan mengeluarkan Undang-Undang No 78 tahun 1958
yang menyatakan bahwa Undang-Undang no 1 tahun 1946 yang memuat tentang KUHP
dinyatakan berlaku untuk seluruh wilayah republic Indonesia.

Isi dan Kandungan KUHP adalah sebagai berikut:
a. Buku I Aturan Umum (Pasal 1 sampai dengan Pasal 103)

1) Bab I - Aturan Umum

2) Bab Il - Pidana

3) Bab IlI - Hal-Hal yang Menghapuskan, Mengurangi atau Memberatkan Pidana

4) Bab IV - Percobaan

5) BabV - Penyertaan dalam Tindak Pidana

6) Bab VI - Gabungan Tindak Pidana

7) Bab VII - Mengajukan dan Menarik Kembali Pengaduan dalam Hal Kejahatan-

Kejahatan yang Hanya Dituntut atas Pengaduan

8) Bab VIII - Hapusnya Kewenangan Menuntut Pidana dan Menjalankan Pidana

9) Bab IX - Arti Beberapa Istilah yang Dipakai dalam Kitab Undang- Undang

10) Aturan Penutup
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b. Buku Il Kejahatan (Pasal 104 sampai dengan Pasal 488)

1) Bab I - Kejahatan Terhadap Keamanan Negara

2) Bab Il - Kejahatan-Kejahatan Terhadap Martabat Presiden Dan Wakil Presiden

3) Bab Il - Kejahatan-Kejahatan Terhadap Negara Sahabat Dan Terhadap Kepala
Negara Sahabat Serta Wakilnya

4) Bab IV - Kejahatan Terhadap Melakukan Kewajiban Dan Hak Kenegaraan

5) BabV - Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum

6) Bab VI - Perkelahian Tanding

7) Bab VII - Kejahatan Yang Membahayakan Keamanan Umum Bagi Orang Atau
Barang

8) Bab VIII - Kejahatan Terhadap Penguasa Umum

9) Bab IX - Sumpah Palsu Dan Keterangan Palsu

10) Bab X - Pemalsuan Mata Uang Dan Uang Kertas

11) Bab XI - Pemalsuan Meterai Dan Merek

12) Bab XII - Pemalsuan Surat

13) Bab XIII - Kejahatan Terhadap Asal-Usul Dan Perkawinan

14) Bab X1V - Kejahatan Terhadap Kesusilaan

15) Bab XV - Meninggalkan Orang Yang Perlu Ditolong

16) Bab XVI - Penghinaan

17) Bab XVII - Membuka Rahasia

18) Bab XVIII - Kejahatan Terhadap Kemerdekaan Orang

19) Bab XIX - Kejahatan Terhadap Nyawa

20) Bab XX - Penganiayaan

21) Bab XXI - Menyebabkan Mati Atau Luka-Luka Karena Kealpaan

22) Bab XXII - Pencurian

23) Bab XXIII - Pemerasan Dan Pengancaman

24) Bab XXIV - Penggelapan

25) Bab XXV - Perbuatan Curang

26) Bab XXVI - Perbuatan Merugikan Pemiutang Atau Orang Yang Mempunyai
Hak

27) Bab XXVII - Menghancurkan Atau Merusakkan Barang

28) Bab XXVIII - Kejahatan Jabatan

29) Bab XXIX - Kejahatan Pelayaran
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30)Bab XXIX A - Kejahatan Penerbangan Dan Kejahatan Terhadap

Sarana/Prasarana Penerbangan (UU No. 4 Tahun 1976)
31) Bab XXX - Penadahan Penerbitan Dan Percetakan
32)Bab XXXI - Aturan Tentang Pengulangan Kejahatan Yang Bersangkutan
dengan Berbagai-Bagai Bab
c. Buku Il Pelanggaran (Pasal 489 sampai dengan Pasal 569)
1) Bab I - Tentang Pelanggaran Keamanan Umum Bagi Orang Atau Barang Dan
Kesehatan
2) Bab Il - Pelanggaran Ketertiban Umum
3) Bab Il - Pelanggaran Terhadap Penguasa Umum
4) Bab IV - Pelanggaran Mengenai Asal-Usul Dan Perkawinan
5) Bab V - Pelanggaran Terhadap Orang Yang Memerlukan Pertolongan
6) Bab VI - Pelanggaran Kesusilaan
7) Bab VII - Pelanggaran Mengenai Tanah, Tanaman, Dan Pekarangan
8) Bab VIII - Pelanggaran Jabatan
Bab IX - Pelanggaran Pelayaran.

3. Hukum Pidana Islam ((Alal) 48il)

Hukum Pidana Islam (bl 438ll) merupakan konsep Hukum Islam yang memuat
tentang hukum-hukum mengenai jarimah/jinyah. Hukum Pidana Islam merupakan bagian
dari diskursus yang terdapat dalam Figh Muéamalah. Sebagaimana maklum, bahwa
diskursus dalam Figh (Hukum Islam) terdiri dari Figh Ibadah, Flgh Mu&malah. Figh
Muamalah lalu terklasifikasi dalam bentuk Figh al-lgtishad al-Islamiy, Figh al-Ahwal Asy-
Syahsyiyyah dan Figh Jinaiy al-Islamiy.

Dalam diskurus ilmu hukum Modern, Hukum Pidana Islam merupakan konsep yang
masih berbentuk doktrin ilmu dari para Ahli Hukum Islam (jurist dan Mujtahid). Di
Indonesia sendiri, Hukum Pidana Islam belum terbukukan dan diundangkan secara
formalistic. Namun demikian, bahwa sebagian ruh-substantif dari hukum Islam sendiri telah
diadopsi secara transformative dalam Hukum Pidana di Indonesia, seperti larangan
pembunuhan, larangan minunam, larangan perzinahan dan lain semacamnya. Namun
demikian, diskursus hukum Pidana Islam di Indonesia tetap menyisakan tantangan yang
luar biasa. Diskusi yang paling urgen adalah apakah KUHP dapat disebut sebagai Syariat
Islam, apakah KUHP mengenal istilah-istilah dalam Hukum Islam semisal Qishash, Hudud

dan ta’zir. Inilah tantangan dikotomik yang terus berkembang dan berjalan secara Vis a vis
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antara Hukum Pidana Islam sebagai Syariat Islam dan KUHP sebagai Undang-Undang
Negara Republik Indonesia.

4. Kitab Fath al-Mujib al-Qarib

Kitab Fath al-Mujib al-Qarib adalah sebuah kitab figh Syafi’iyah yang dikarang oleh
Dr. (HC). KH. Afifuddin Muhajir, M.Ag. Kitab ini merupakan salah satu kitab Syarah Figh
terhadap kitab Matn Abi Syuja’ yang terkenal dengan matn Taqrib. Dari sisi penamaan,
kitab ini mirip dengan nama kitab lain yaitu Kitab Fath al-Qarib al-Mujib yang telah
masyhur di kalangan Pesantren. Secara Substansi, kitab ini juga mirip dengan kitab Fath al-
Qarib al-Mujib. Namun kitab ini dianggap lebih mudah daripada kitab Fath al-Qarib al-
Mujib tersebut. Kemudahan kitab ini terletak pada penjelasan yang lebih ringan, dan lebih
sederhana. Selain itu, kitab ini dikarang oleh Ulama’ Asli Indonesia yaitu Dr. (HC). KH.
Afifuddin Muhajir, M.Ag. yang notabene pendidikan beliau murni ditempuh di Indonesia
yaitu di Pondok Pesantren Salafiyah Sukorejo Situbondo. Kitab ini diterbitkan oleh
Ibrahimy Pres Situbondo. (Isro’iyah, 2017).

Kekerasan dalam KUHP terulang sebanyak 52 kali. Kekerasan dapat terjadi
dalam konteks penyertaan tindak pidana. Ketentuan ini tertuang sebagai berikut:

Pasal 55 ayat 1 poin 2 KUHP berbunyi bahwa
“Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan
menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau

penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja

menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan”.

Pengertian kekerasan dalam KUHP dapat dipahami pada penjelasan Bab IX - Arti
Beberapa Istilah Yang Dipakai Dalam Kitab Undang- Undang. Pada pasal Pasal 89 disebutkan
bahwa

“Membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan
kekerasan”.

Pasal 170.

“Barangsiapa secara terang-terangan dan secara bersama-sama menggunakan
kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima
tahun enam bulan. (KUHP 336.)”

Yang bersalah diancam:
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1. Dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, bila la dengan sengaja

menghancurkan barang atau bila kekerasan yang digunakan itu mengakibatkan luka-

luka;

2. Dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, bila kekerasan itu mengakibatkan
luka berat; (KUHP 90.)

3. Dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, bila kekerasan itu
mengakibatkan kematian. (KUHP 487.)

Sebagaimana tertera dalam beberapa pasal yang memuat kekerasan diatas, dapat
dianaliasis bahwa pada dasarnya kekerasan dapat dklasifikan pada kekerasan sebagai tindak
pidana penyertaan, dan kekerasan sebagai tindak pidana utama. Kekerasan sebagai tindak
pidana utama termaktub dalam pasal 170. Tindak pidana pidana kekerasan sebagai tindak
pidana penyertaan dapat terjadi dalam pencurian dengan kekerasan, (Maharani & Dona, 2023),
kekerasan dalam rumah tangga (KHOIRUNNISA & Lisma, 2022), kekerasan dalam penagihan
pinjaman online (MURTADHO, n.d.) dan lain semacamnya. Klasifikasi kekerasan
sebagaimana termaktub dalam pasal 170 ini terbagi menjadi 3 yaitu, kekerasan yang
mengakibatkan luka-luka diancam dengan pidana penjaran 5 tahun, kekerasan yang
mengakibatkan luka berat diancam dengan pidana 9 tahun, dan kekerasan yang mengakibatkan

kematian diancam dengan pidana penjara 12 tahun.

Tindak pidana kekerasan dalam persepektif Hukum Pidana Islam perspekti Kitab Fath
al-Mujib al-Qarib

Secara spesifik, tindak pidana kekerasan belum dikenal dalam persepektif Hukum
Pidana Islam. Namun demikian, terdapat istilah lain yang pengertiannya dapat berdekatan
dengan tindak pidana kekerasan, yaitu istilah al-Jurh yaitu melukai tubuh orang lain, atau juga
dikenal istilah ibanat al-Athrof yaitu menghilangkan anggota tubuh orang lain. al-Jurh atau
ibanat al-athrof yaitu tindakan pidana yang melukai atau menghilangkan anggota tubuh orang
lain semisal telinga, mata, tangan, kaki atau lainnya. Tindak pidana al-Jurh atau Ibanat al-
Athrof masuk dalam kategori Jarimah Qishash.

Qishash adalah Jarimah yang ketentuan sanksinya sesuai dengan berat jarimahnya atau
menggantinya dengan Diyat. Sesuai dengan pengertian ini, maka tindak pidana dan balasannya

sama. Artinya jika seseorang melukai tangan seseorang maka balasannya adalah dibalas dengan
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dilukai. Jika seseorang menghilangkan anggota tubuh telinga, maka balasannya adalah
dihilangkan telinganya, demikian seterusnya. Tuntutan gishash dalam konsep hukum pidana
Islam dapat diminta oleh korban atau ahli warisnya. Tuntutan Qishash bukalah pilihan mutlak,
artinya pihak si korban dapat menggugurkan tuntutan Qishash ini dan menuntut ganti ruti
dengan diyat. Pada puncaknya, bahkan dapat memaafkan dan menghapus balasan hukuman
baik Qishash ataupun diyat sekalipun.

Tindak pidana al-Jurh atau Ibanat al-Athrof sebagaimana dikategorikan dalam tindak
pidana Qishash, maka penjelasannya juga dijelaskan dalam istilah bab tersebut. Dalam kitab
fath al-Mujib al-Qarib disebutkan sebagai berikut (2015 , _al):

3 bias il m ) @y (SLBY) odad () Lad jolad) (Lgi 8 il 3 Lo bl G nasnd JS))

b ok oy Vy a2 Y oS s ik i Y b ) (3 by Lo by il

Bahwa perbuatan pidana yang terjadi diantara dua orang (yang membahayakan) nyawa
maka berlaku pula dalam tindak pidana pada memotong/menghilangkan anggota badan, serta
juga dalam melukai yang tertentu. Persyaratan yang terjadi dalam tindak pidana Qishash juga
berlaku dalam tindak pidana memotong dan melukai. Oleh karena seseorang yang tidak dikenai
hukuman gishash karena membunuh orang semisal karena masih anak-anak, maka dia juga
tidak dapat di (bebani) hukuman dilukasi sebab melukai orang lain. Seorang anak (kecil) juga

tidak dihukum potong/dilukai anggota tubuhnya karena memotong/melukai orang lain.

V) 3 SR JaY1 (0W1) il olias 3 (35 Biad)) s sl (m GBI 3 bl sy Lilyty)
S (5) 4K Yy (55 A S e 028 W ((5mdl) b (rmlly (50 ) o (o) sl B all (o
By Oy B oy ol o o B B M (L) ade 521 by U b (Gl a0 Y )

dazall o Aol Ll oSl laisy ¢ ST U (s 017 o Ladl (3 Lszad 130 3Ll oLzl

Persyaratan-persyaratan (tambahan) dalam kewajiban Qishash terhadap
(melukai/memotong) anggota tubuh orang lain, selain persyaratan lain yang telah disebutkan
diatas ada dua yaitu

Pertama; kesamaan anggota tubuh yang dipotong dan yang hukuman sanksinya, antara

pelakuk dan korban. Maka, jika memotong/melukai tangan kanan maka juga (dibalas)
dengan memotong/melukai tangan kanan. Tangan Kkiri tidak diboleh dibalas dengan

tangan kanan, dan sebaliknya.
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Kedua; anggota tubuh (yang dipotong/hukuman) pelaku dan korban tidak boleh ada cacat.

Sehingga anggota tubuh yang sehat tidak bisa dipotong dengan anggota yang catat.
Sementara anggota tubuh yang cacat dapat dibalas dengan anggota tubuh yang cacat
juga. Atau juga anggota tubuh Pelaku (dapat dipotong/dilukai) cacatnya lebih banyak
daripada anggota tubuh korban. Sementara menurut pendapat yang Mu’tamad, bahwa
boleh saja anggota tubuh yang cacat dibalas dengan anggota tubuh yang sehat
(mempertimbangkan terhadap tindakan pidana yang dilakukan oleh pelaku pidana yang

memulai perbuatan pidana terlebih sebagai bentuk hukuman.
oS 3 s o ol Y 4 Leaie Y Ly (Lol 08) £55 35S (i ) i o o (4 s 1)
Jiasg shn OF aly . JU 20Smy S0l mogn ) frade 31 adad ke gomolly b WLAL B3l paad wdail) o oLaal)
Ju gy

Anggota tubuh yang dilukai/dipotong karean kejahatan dari siku maka didalamnya
terdapat Qishash. Sementara anggota yang tidak ada siku, maka tidak ada Qishash. Oleh karena
itulah, tidak ada Qishash dalam mematahkan tulang serta memotongnya karena tidak adanya
kepercayaan atas persamaan. Seorang korban dapat meminta (balasan) memotong anggota yang
lebih dekat dengan siku sampai pada tempat anggota yang patah, serta meminta ganti rugi
terhadap sisanya. Korban juga memiliki pilihan untuk mengampuni dan mengalihkannya

dengan minta ganti harta.
Sl r o T G ol o o)l g G a (Besb) 2L (G V) O Sl 3 s (ot & ol V)
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Tidak ada Qishash dalam tindak pidana melukai (kecil) pada seluruh badan, kecuali luka
yang tampak (menganga) yaitu luka yang memperlihatkan tulang pada seluruh tubuh.
Sementara jika melukainya (menganga) dan sampai memperlihatkan tulang, maka dapat

dilakukan Qishash.
KESIMPULAN

Bahwa kekerasan secara spesifik termaktub dalam KUHP. Kekerasan dalam KUHP
disebutkan sebagai tindak pidana penyertaan, dan kekerasan sebagai tindak pidana utama.
Kekerasan sebagai tindak pidana utama termaktub dalam pasal 170. Klasifikasi kekerasan
sebagaimana termaktub dalam pasal 170 ini terbagi menjadi 3 yaitu, kekerasan yang
mengakibatkan luka-luka diancam dengan pidana penjaran 5 tahun, kekerasan yang

mengakibatkan luka berat diancam dengan pidana 9 tahun, dan kekerasan yang mengakibatkan
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kematian diancam dengan pidana penjara 12 tahun.

Sementara kekerasan dalam Hukum Pidana Islam perspektif kitab Fath al-Mujib al-
Qarib belum dikenal sebagai spesifik. Namun demikian, terdapat istilah lain yang
pengertiannya dapat berdekatan dengan tindak pidana kekerasan, yaitu istilah al-Jurh yaitu
melukai tubuh orang lain, atau juga dikenal istilah ibanat al-Athrof yaitu menghilangkan
anggota tubuh orang lain. al-Jurh atau ibanat al-athrof yaitu tindakan pidana yang melukai atau
menghilangkan anggota tubuh orang lain semisal telinga, mata, tangan, kaki atau lainnya.

Tindak pidana al-Jurh atau Ibanat al-Athrof masuk dalam kategori Jarimah Qishash.
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